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AKHIRNYA mulai Selasa (22/6) ke-
marin, peraturan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) mikro diberlakukan
secara nasional. Sementara Gubernur
DIY, selain siap melaksanakan instruksi
Pusat, juga memastikan tidak akan me-
lakukan langkah lockdown, karena be-
berapa pertimbangan. Di antaranya
adalah karena masalah pembiayaan.
(KR 22/6).

Meski ancaman lockdown adalah opsi
terakhir. Mengingat lonjakan angka yang
terpapar Covid-19 tak terbendung
bahkan jumlahnya bertambah terus.
Namun PPKM Mikro tentu saja
berdampak pada banyak sektor. Yang
paling terasa adalah sektor pariwisata
dan pendidikan. Selain sektor ekonomi
yang akan makin anjlok.

Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi
sebelumnya sudah menyatakan ke-
mungkinan bulan Juli sudah bisa dimulai
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk
siswa. Ini dikatakan ketika kasus Covid-
19 mulai landai, datar tidak banyak lon-
jakan. Dunia pendidikan punya harapan
baru, menjadi lebih ‘hidup’ lagi, khusus-
nya di DIY. Bahkan menurut Sofyan
Setyo Darmawan Sekretaris Konmisi D
DPRD DIY, banyak sekolah di DIY yang
sudah mempersiapkan diri menyambut
PTM. Bukan sekadar sarana sarana dan
prasarana, namun prosedur bagi guru,
siswa dan orangtua siswa untuk bisa ter-
tib melakukan PTM. Pemerintah juga
gencar melakukan vaksinasi bagi guru
dan petugas sekolah. Semuanya untuk
mendukung rencana bulan Juli.

Namun semua rencana tersebut batal.
Lantaran PPKM Mikro yang mulai di-
lakukan pemerintah. Apalagi tren kasus
positif Covid-19 ternyata menunjukkan
kenaikan di berbagai daerah. Dalam hal
ini, Kementrian Kesehatan melakukan
pemeriksaan Whole Genome Se-
quencing (WGS), dari beberapa sampel
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kasus Covid-19, salah satunya sampel
anak guna mengetahui keterkaitannya
varian B.1617.2 atau delta (KR 22/6).
Pemeriksaan dilakukan dengan sampel
wilayah Solo Raya, DIY dan DKI Jakarta.

Menurut Ketua Kelompok Kerja
Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK)
UGM, dr Gunadi SpBA, tren kasus
Cavid-19 yang mengalami lonjakan
dimungkinkan karena varian Delta.
Sampel anak-anak untuk usia di bawah 5
tahun, dan di atas 5 hingga 18 tahun.
Maka implikasinya adalah anak-anak jus-
tru bisa menjadi sumber penularan kepa-
da orang tuanya yang belum divaksin.

Karena itulah membuka sekolah untuk
PTM masih rawan. Vaksinasi untuk guru
menurut survei Federasi Serikat Guru
Indonesia (FSGI) , baru 47, 67% yang
menerima sosialisasi program vaksinasi.
Sehingga 52, 33% guru belum pernah
menerima pengetahuan vaksin. Karena
ternyata masih banyak guru yang meno-
lak divaksin karena khawatir.

Melaksanakan PTM, tentu harus ber-
dasarkan pada kesiapan infrastruktur ke-
sehatan sekolah dan kepatuhan me-
laksanakan protokol kesehatan. Hasil
pengawasan kesiapan pembukan seko-
lah, menurut Komisi Perlindungan Anak
pada Juni 2021 di 49 sekolah pada 8 ka-
bupaten/kota , hanya 16,3 persen seko-
lah yang sudah siap dibuka. Sementara
data di Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan menunjukkan baru 280.372
atau 52,44% yang mengisi daftar kesia-
pan PTM, baru 10% yang siap.

Nah, salah siapa ini? Semua dikemba-
likan masyarakat untuk bisa tertib melak-
sanakan protokol kesehatan. Pemerintah
juga musti lebih tegas lagi, menjaga disi-
plin prokes. Jadi marilah kita menata se-
muanya, agar pandemi segera berakhir
dan kehiduan kembali menjadi ‘normal
baru’. ()
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PEMBELAJARAN tatap muka (PTM)
kembali menjadi topik hangat jelang dim-
ulainya tahun ajaran baru. Pada perten-
gahan bulan Juni 2021, penambahan ka-
sus aktif Covid-19 di DIY telah mencapai
angka penambahan kasus tertinggi dan
angka penambahan kematian harian ter-
tinggi sejak memasuki masa pandemi,
disusul dengan pernyataan Gubernur
DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X me-
ngenai wacana lockdown total.

Berkaca dari hal tersebut keputusan
lembaga pendidikan untuk melakukan
pembelajaran tatap muka adalah hal
yang penting untuk dipertimbangkan de-
ngan matang, karena lembaga pen-
didikan memiliki tanggung jawab penting
dalam menjaga keselamatan guru, siswa,
dan orang tua. Perlu diingat, proses pem-
belajaran tidak hanya mementingkan pro-
ses transfer iimu pengetahuan, tetapi juga
mementingkan keselamatan semua pi-
hak yang terlibat di dalamnya.

Jika pembelajaran tatap muka bertu-
juan untuk memperbaiki kualitas proses
pembelajaran, lebih baik setiap lembaga
pendidikan kembali melihat konteks situ-
asi terkini yang tidak dapat diprediksi dan
tidak terukur. Oleh karena itu, pembela-
jaran tatap muka belum menjadi solusi
yang tepat untuk mewujudkan tujuan
tersebut, bahkan dapat menjadi ancaman
serius apabila tetap dilakukan tanpa
memahami konteks situasi dan tidak
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Namun, upaya perbaikan tersebut
tetap dapat dilakukan melalui sistem
pembelajaran daring, dengan meningkat-
kan kualitas infrastruktur penunjang sis-
tem pembelajaran, meningkatkan kuali-
tas hubungan komunikasi dan kerja sama
antara sekolah dan orang tua siswa,
mengemas pembelajaran dengan lebih

PTM, Solusi atau Ancaman?

menarik dan interaktif, hingga memberi-
kan pendampingan pada siswa yang
mengalami kesulitan dalam belajar, agar
proses belajar tidak terhenti karena situ-
asi, tetapi tetap berjalan dengan kondusif.

Terdapat pertanyaan reflektif yang da-
pat dijawab, selama pembelajaran dar-
ing, apakah sistem pembelajaran terse-
but telah membantu siswa dalam proses
belajar? Sudahkah proses tersebut mem-
berikan pengalaman belajar yang ber-
makna? Bagaimana cara untuk meng-
optimalkan proses belajar? Ketika hen-
dak melaksanakan pembelajaran tatap
muka, apakah pilihan tersebut adalah pili-
han yang terbaik? Apa yang perlu dipersi-
apkan? Apa risikonya dan bagaimana
cara mengatasinya? Jawaban atas perta-
nyaan tersebut agaknya dapat dipertim-
bangkan sebagai sarana lembaga pen-
didikan untuk mengambil keputusan ter-
kait dinamika pembelajaran dengan
memperhatikan situasi terkini.

Waktu pelaksanaan rencana pembela-
jaran tatap muka tidak dapat kita tentukan
dengan pasti, tetapi dengan mengingat
ajaran Sultan Agung, Mangasah mingis-
ing budi, memasuh malaning bumi, pro-
ses pembelajaran untuk mengasah keta-
jaman pemahaman ilmu pengetahuan
tetap dapat berlangsung secara daring,
dengan tetap mawas diri terhadap situasi
lingkungan sekitar yang dapat mengan-
cam kesehatan dan keselamatan.
Jangan lupa untuk disiplin mematuhi dan
melaksanakan protokol kesehatan, agar
ketika tiba saatnya pembelajaran tatap
muka dapat menjadi solusi yang tepat un-
tuk meningkatkan kualitas proses dinami-
ka pembelajaran.

lg Lintang Nusantara
Presidium SMA Kolese De
Britto Yogya 2020/2021.

Memutus Rantai Lonjakan Covid

WACANA [ockdown yang viral diber-
bagai media sosial, cetak maupun elek-
tronik cukup membuat sebagian masya-
rakat DIY panik dan was-was (KR/19/6).
Jika kebijakan ini benar-benar diber-
lakukan, akan berimbas buruk khusus-
nya bagi perkembangan industri pari-
wisata, perdagangan dan perhotelan. .
Terlebih belum adanya sebuah sistem ter-
padu sebagai solusi yang dianggap paling
‘cespleng’ dari pemerintah daerah untuk
memutus lonjakan kasus Covid-19 di
wilayah ini.

Seakan ‘maju kena mundur ke-
na. Selain belum memiliki sistem
kesiapsiagaan terpadu, member-
lakukan pembatasan secara total
dan ketat akan menyebabkan pen-
dapatan masyarakat menurun
drastis. Walaupun sosialisasi pro-
kes, pemberian vaksin dan mena-
han diri untuk mengurangi mobili-
tas terus dilakukan namun fak-
tanya risiko penularan masih terus
naik bahkan trend-nya malah me-
ningkat.

Benar apa yang disampaikan
Sultan HB X. Mau tidak mau ma-
syarakat semua harus andil aktif
ambil bagian menyudahi penu-
laran covid. (KR/21/6). Sebab ham-
pir tidak mungkin pemerintah da-
erah membiayai seluruh kehidup-
an masyarakat jika lockdown total
benar-benar harus diberlakukan.

Data Terkini

Kepala Bagian Humas Pemda DIY
menyampaikan ada tambahan sebanyak
665 kasus terdiri dari 249 Kabupaten
Bantul, 234 dari Sleman, 81 Kota
Yogyakarta, 53 Kulonprogo dan 48
Gunungkidul (KR,20/6). Dengan rata-ra-
ta kasus positif perhari antara 500-600
pasien maka angka tersebut menun-
jukkan penambahan kasus yang masih
tinggi, walaupun ada catatan 280 kesem-
buhan kasus dan 15 kasus meninggal
dunia. Berbagai cara telah ditempuh pe-
merintah seperti menambah ketersedi-
aan tempat tidur pasien dan menambah
tenaga kesehatan. Tidak hanya di bidang
pariwisata dan kesehatan saja, lonjakan

sampai RT. Jadi, yang direkonstruksi

M Igbal Birsyada

adalah pengetahuan, pemahaman ma-

syarakat akan ketaatan protokol kese-

kasus yang terus meningkat tersebut
berimbas pula pada kebijakan di dunia
pendidikan.

Pemda DIY akhirnya mengumumkan
pembelajaran tatap muka (PTM) yang se-
harusnya diagendakan pada tahun
ajaran baru Juli 2021 batal dilak-
sakanakan. Hal ini salah satunya diten-
garai masih banyaknya kasus penye-

-

baran Covid-19 di lingkungan sekolah di
antaranya di Kabupaten Gunungkidul
dan Kulonprogo. Dampak dari kebijakan
ini juga sangat kompleks khususnya bagi
peserta didik dan orangtua siswa.

Paling tidak ada 3 hal yang harus di-

hatan.

Kedua, perlu kerja sama antara peme-

KR-JOKO SANTOSO

rintah daerah, organisasi sosial masyara-
kat keagamaan, komunitas, LSM, Desa
dengan masyarakat secara kolektif ber-
sama-sama secara terus menerus sigap
tanggap terhadap penanganan Covid-19.
Ketiga, perlu diberlakukan sistem ter-
padu tanggap kesiapsiagaan Covid-19.

Selandia Baru

Untuk membangun kesadaran
tersebut barangkali kita dapat men-
contoh Selandia Baru yang mana se-
mentara ini menduduki posisi
nomer 1 di dunia dalam penanganan
Covid-19. Mereka telah menggu-
nakan sistem deteksi peringatan se-
jak dini tentang penyebaran covid -
19 yang meliputi Level 1-Persiapan
Level 2- Pengurangan Level 3-Pem-
batasan Level 4- Lockdown. Melalui
sistem Kesiapsiagaan tersebut ma-
syarakat Selandia Baru dapat
memahami dan mematuhi setiap
himbauan dan perintah pemerintah.

Hal lain yang dilakukan adalah
melarang perjalanan internasional
serta melakukan komunikasi yang
efektif antara pemerintah dan ma-
syarakat. Selain itu yang dilakukan
lagi adalah pelacakan dan kepatuh-

an publik serta pembatasan kegiatan
yang ketat seperti melakukan pelacakan
kontak

*)Dr Muhammad Igbal Birsyada

MPd, Dosen di FKIP Universitas PGRI

Yogyarkata.

lakukan pemerintah dan masyarakat un-
tuk menekan penularan Covid-19 khu-
susnya di wilayah DIY. Pertama adalah
bangun terus menerus kesadaran dan ko-
munikasi masyarakat akan pentingnya
protokol kesehatan. Dengan demikian ha-
rapannya akan timbul rasa toleransi se-
sama anggota masyarakat. Misalnya de-
ngan selalu mengingatkan untuk menge-
nakan masker, mencuci tangan dan men-
jaga jarak. Singkatnya perlu ‘rekonstruk-
si’ kesadaran masyarakat dari level atas

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Peran Lembaga Keagamaan dalam Vaksinasi

PROGRAM vaksinasi di Indonesia
masih terus berjalan dan masih membu-
tuhkan proses lama. Namun, kegaduhan
dan penolakan terhadap vaksin juga
masih terus terjadi dan belum bisa diatasi
dengan baik. Kesuksesan program vaksi-
nasi di Indonesia sangat dipengaruhi dari
literasi dan edukasi yang diterima masya-
rakat. Di sini, lembaga-lembaga keaga-
maan seperti MUI, NU dan Muhammadi-
yah memiliki peran yang sangat penting
dan strategis dalam membantu pemerin-
tah melaksanakan progam vaksinasi.
Mereka masih dianggap kiblat’ fatwa ma-
syarakat muslim Indonesia.

Sejauh ini, umat masih percaya fatwa.
Sehingga fatwa murni dan independen
harus dijaga agar umat tidak kehilangan
krisis kepercayaan pada fatwa dan ulama
tidak kehilangan wibawa. Maka terkait
vaksinasi, pemerintah dapat bekerja
sama dengan lembaga-lembaga keaga-
maan dalam memberikan edukasi dan
memproduksi narasi-narasi positif ten-
tang vaksin. Walaupun mungkin terlam-
bat, namun program vaksinasi masih
terus berjalan dan masih membutuhkan
waktu yang panjang.

Astra Zaneca

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2021
tentang hukum Vaksin Covid-19 produk
Astra Zaneca, pro - kontra muncul di te-
ngah masyarakat. Fatwa MUI terhadap
vaksin Astra Zaneca adalah ‘haram-
mubah’. Haram karena ditemukan ada-
nya unsur babi di dalamnya, namun bisa
(mubah) karena pertimbangan kedaru-
ratan, yaitu pandemi Covid-19 yang se-
gera membutuhkan penanganan. Bagi
masyarakat awam, khusunya bagi yang
belum akrab dengan dunia fikih dan usul
fikih, fatwa haram tapi boleh tentu sedikit
membingungkan.

Belum mereda pro - kontra fatwa terse-

ber referensi yang sama-sama dapat

M Nurdin Zuhdi

but, muncul ‘fatwa tandingan’ yang di-
keluarkan Pimpinan Wilayah Nahdlatul
Ulama (PWNU) Jawa Timur (21/3) yang
menyatakan bahwa vaksin Astra Zaneca
‘halal-suci’. Halal dan suci karena hasil
akhir yang didapat tidak ditemukan un-
sur haram dan najis. Bagi masyarakat
awam, kedua fatwa seolah-olah berbentu-
ran dan membingungkan.

Muhammadiyah sendiri secara resmi
belum mengambil sikap atas temuan un-
sur babi dalam vaksin Astra Zaneca terse-
but. Namun Muhammadiyah pada prin-
sipnya selaras dan sejalan dengan sikap
MUI yang tetap memegang kaidah ushul
figh dan maqashid syariah. Muhammadi-
yah juga mendukung independensi MUI
dalam mengeluarkan fatwa.

Perbedaan fatwa PWNU Jatim dengan

dipertanggungjawabkan.

Dinamika Ijtihad

Adanya perbedaan fatwa tersebut

merupakan bentuk dinamika ijtihad yang
alamiah terjadi. Fatwa merupakan hasil
ijjtihad kolektif-institusional. Karena fat-
wa merupakan produk ijtihad, sehingga
kebenaran hukum yang dihasilkan juga
bersifat independen. Jika ada keputusan
ijtihad yang berbeda dalam satu per-
soalan yang sama semuanya dihukumi
benar menurut keyakinan masing-ma-
sing mujtahidnya. Apa lagi ketentuan
hukum dari fatwa vaksin tidak mengikat.

Masyarakat diberikan kebebasan un-

tuk memilih di antara keduanya mana
yang terbaik sesuai dengan kondisi dan
keyakinan masing-masing. Apa lagi ada
kaidah yang menyatakan bahwa al-ijti-
hadu la yunqgadlu bil ijtihad, bahwa hasil
ijtihad tidak dapat membatalkan hasil

MUI Pusat terletak pada intifa’ (peman- ijtihad yang lainnya.

faatan) dengan barang najis (babi) untuk *)Dr M Nurdin Zuhdi,
keperluan yang berdampak pada masla- Doktor Studi Islam Universitas
hat. Keperluan yang dimaksud adalah Aisyiyah Yogyakarta.

tripsin babi sebagai media pem-
buat vaksin. Tripsin merupakan
sebuah bahan yang digunakan
untuk memisahkan sel inang
virus dengan micro carier virus.
MUI berpendapat bahwa zat
dari babi yang digunakan seba-
gai perantara tersebut tidak hi-
lang status najisnya, sekalipun
sudah melalui proses sterilisasi
(tathhir). Sedangkan PWNU
Jatim berpendapat bahwa najis
dari unsur babi yang telah
diproses sedemikian rupa dan
sudah berubah zatnya dianggap
menjadi suci. Perbedaan kedua-
nya tidak perlu dipertentang-
kan, karena keduanya juga
menggunakan metode dan sum-

car lagi.

sibuk.
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PPKM berlaku lagi, pendidikan terdampak.
-- Penyadaran untuk prokes perlu gen-

Tren anak terpapar Covid-19, naik.
-- Jangan anggap sepele!.

Gerakan restorasi sungai butuh kepedulian.
-- Jangan hanya kalau pas banjir, baru
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